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BAB IV 

TEKANAN KELOMPOK MUSLIM TERHADAP 

POLITIK LUAR NEGERI SWEDIA UNTUK 

PALESTINA 
 

Dalam bab keempat ini penulis akan menjelaskan 

mengenai  tekanan kelompok muslim terhadap politik luar 

negeri Swedia untuk Palestina yang dikaitkan dengan 

pembahasan mengenai argumen pertama adalah kelompok 

muslim Swedia berafiliasi dengan konstituen domestik untuk 

menekan Pemerintah Swedia melalui aksi BDS agar 

memberikan dukungan terhadap Palestina. Argumen Kedua 

adalah Tuntutan Kelompok Muslim dan Konstituen Domestik 

diakomodir oleh pemerintah dengan mengakui kedaulatan 

Palestina dan meningkatkan bantuan untuk Palestina melalui 

SIDA. 

A. Kelompok Muslim Berafiliasi Dengan 

Konstituen Domestik Swedia 
 

Perkembangan muslim di Eropa semakin meningkat, 

meskipun di Eropa muslim merupakan minoritas yang relatif 

kecil, namun di beberapa negara seperti Perancis dan Swedia, 

jumlah penduduk muslim lebih tinggi. Menurut proyeksi Pew 

Research Center  dalam beberapa dekade mendatang, jumlah 

muslim dari populasi benua diperkirakan akan tumbuh dan 

bisa lebih dari dua kali lipat (Hackett, 2017). Pada tahun 2010 

sampai dengan pertengahan tahun 2016 jumlah muslim di 

Eropa mengalami peningkatan yang pesat dimana jumlah 

kelahiran lebih tinggi daripada jumlah kematian. Pada periode 

tersebut diperkirakan sekitar 60%  pertumbuhan penduduk 

muslim di Eropa berasal karna imigran, pertumbuhan populasi 

muslim dari migrasi diperkirakan sekitar 3.5 juta yaitu jumlah 

http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population


57 
 

muslim yang tiba dikurangi jumlah yang tersisa, termasuk baik 

migran biasa maupun pengungsi (Pewresearchcenter, 2017). 

Swedia sebagai negara yang menerima pengungsi dalam 

jumlah yang relatif tinggi, melihat tingkat imigran yang terus 

meningkat dari tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2016 

menyebabkan populasi muslim Swedia menjadi 8% pada 

tahun 2016 dan diperkirakan pertumbuhannya bisa menjadi 

31%  di masa mendatang (Pewresearchcenter, 2017). 

Pertumbuhan muslim di Swedia yang kini berkembang pesat 

dan pertumbuhannya terus meningkat dari waktu ke waktu 

menjadikan islam sebagai agama resmi kedua di Swedia, dari 

jumlah total penduduk Swedia yang mencapai 8.9 juta jiwa, 

lebih dari stengah juta jiwa merupakan jumlah dari masyarakat 

pemeluk islam.  

Pemeluk islam memiliki jumlah yang besar dan terus 

bertambah di Swedia, meskipun perkembangan muslim masih 

terbilang baru, hal ini dikarenakan adanya keberadaan 

komunitas muslim yang diberikan kemudahan dalam 

memperkenalkan simbol-simbol peribadatan islam dan 

memperluas syiar. Kemudian hampir di setiap kota di Swedia 

didirikan masjid-masjid dan lembaga-lembaga serta pusat 

kajian islam. Terdapat juga 45 lembaga islam dan islamic 

centre di Stockholm yang merupakan ibu kota Swedia 

(Khazanah, 2009). Salah satu gedung bekas pembangkit listrik 

dibangun bangunan masjid yang terletak di Stockholm, masjid 

tetrsebut dijadikan sebagai pusat kegiatan untuk umat muslim 

Swedia. Masjid itu menjadi tempat perkumpulan umat muslim 

untuk belajar agama islam dan memperdalam Al-Qur‟an 

(Khazanah, 2009).  

Salah satu kota besar di Swedia, kota paling selatan 

yaitu Malmo merupakan pintu masuk gerbang bagi imigran 

yang akan datang ke Swedia, kebanyakan imigran yang 

berdatangan lebih memilih menetap dan tinggal di sana. 

Banyaknya populasi muslim yang berkembang di Malmo 

menjadikan kota itu sebagai salah satu kota paling muslim di 

Eropa Barat karena sekitar 20% dari 300.000 orang Malmo 

adalah muslim (ShindoStreet, 2016). Populasi muslim di 
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Malmo berasal dari berbagai negara, adapun banyak dari 

mereka yang datang adalah dari Palestina, Irak, dan Somalia 

atau berasal dari bekas Yugoslavia. Diperkirakan ada 15% 

atau sekitar 45.000 Muslim (Snyder, 2010).  

1. Pengaruh Muslim Di Swedia  

Di Swedia, terdapat sejumlah organisasi muslim yang 

bersama-sama membentuk organisasi yang dikenal sebagai 

masyarakat sipil Muslim ( Muslimska civilsamhallet ). Jika 

membahas masyarakat sipil muslim di Swedia dapat dilihat 

dari pengaruh politik mereka, ideologi mereka dan struktur 

mereka. Salah satu organisasi paling penting dalam 

masyarakat sipil muslim Swedia adalah Asosiasi Islam Swedia 

( Islamiska Forbundet i Sverige - IFIS), yang didirikan pada 

tahun 1981. Beberapa tujuan IFIS adalah untuk mempengaruhi 

dan membentuk opini mengenai isu-isu yang menyangkut 

kelompok muslim dan kepentingannya di Swedia, 

meningkatkan partisipasi, pengaruh dan representasi muslim di 

lembaga-lembaga dan badan-badan publik. Dengan kata lain, 

IFIS berfungsi sebagai organisasi lobi untuk muslim di Swedia 

(Pour N. G., 2016).  

Mantan ketua IFIS Abdirizak Waberi mewakili partai 

terbesar kedua yaitu Partai Moderat, di parlemen pada tahun 

2010 sampai dengan 2014, pada saat partai ini berada di 

pemerintahan. Ketika Waberi menduduki parlemen, dia adalah 

anggota komite pertahanan yang memutuskan kebijakan untuk 

angkatan bersenjata Swedia. Waktu Wiberi menjabat ia 

memberikan banyak kontribusi untuk masyarakat Swedia. 

Wiberi mempercayai penafsiran literal dari Al-qur‟an dan juga 

mendukung gagasan islam bahwa pria dapat memiliki empat 

istri, ia mengatakan dalam sebuah wawancara pada tahun 

2006. Kemudian dalam wawancara lain pada tahun 2009 ia 

mengatakan bahwa ia tidak berjabat tangan dengan seorang 

wanita, karena menurutnya pria dan wanita tidak boleh 

berdansa satu sama lain, dan ia juga mengatakan lebih suka 

tinggal di negara dengan hukum syariah islam. Setelah 

https://youtu.be/wNDeeoUNvAk
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wawancara tersebut sudah jelas bahwa Waberi adalah orang 

islam dan salah satu orang yang mewakili partai terbesar 

kedua di Swedia di parlemen.  

Omar Mustafa, yang mengambil alih sebagai ketua IFIS 

pada 2011, setelah Waberi terpilih menjadi pimpinan Partai 

Sosial Demokrat Swedia (SAP) pada April 2013. Pemilihan 

Mustafa ke dalam kepemimpinan partai terbesar Swedia 

memicu reaksi di mana media sebenarnya mulai menulis 

tentang kegiatan IFIS. Media melaporkan bahwa sesaat 

sebelum Mustafa terpilih untuk kepemimpinan SAP, IFIS 

telah menyelenggarakan konferensi di Stockholm, di mana ia 

mengundang pembicara dengan pandangan anti-Semit. Ketika 

media mulai memeriksa kegiatan IFIS, Omar Mustafa terpaksa 

mengundurkan diri dari kepemimpinan Sosial Demokratik. 

Terlepas dari masalah Omar Mustafa, IFIS terus memiliki 

hubungan dekat dengan partai terbesar Sosial Demokrat dan 

partai terbesar kedua yaitu Partai Moderat. 

Mehmet Kaplan adalah salah satu contoh seseorang 

yang berasal dari masyarakat sipil Muslim dan kemudian  naik 

ke pemerintah Swedia. Kaplan adalah sekretaris dari Pemuda 

Muslim Swedia ( Sveriges Unga Muslimer - SUM) antara 

tahun 1996-2000. Kemudian ia menjadi ketua organisasi ini, 

hingga 2002. Antara 2005 dan 2006, Kaplan menjadi 

sekretaris pers untuk Dewan Muslim Swedia ( Sveriges 

Muslimska Råd ). Pada tahun 2008, Kaplan mendirikan 

organisasi Muslim Swedia untuk Perdamaian dan 

Keadilan ( Svenska Muslimer for Fred och Rattvisa - SMFR).  

Kaplan adalah anggota dari pimpinan Partai Hijau pada 

tahun 2003 sampai tahun 2011. Ia mewakili Partai Hijau di 

parlemen tahun 2006 - 2014. Kemudian  tahun 2014 hingga 

tahun 2016, Kaplan menjabat sebagai Menteri Perumahan 

Swedia (Ritter, 2016). Kaplan juga menjabat selama beberapa 

tahun di dewan organisasi bernama Charta 2008, yang 

membela jihadis berbahaya dan mengkritik perang melawan 

terorisme. Ketika Mehmet Kaplan mendirikan Muslim Swedia 

untuk Perdamaian dan Keadilan (SMFR) pada tahun 2008, 

"pernyataan visinya" menyatakan : 

http://expo.se/2013/kritiserad-socialdemokrat-valdes-in-i-partistyrelsen_5821.html
http://muslimerforfred.org/?q=node/10
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"Jika Anda ingin berpartisipasi dan 

mempengaruhi perkembangan 

masyarakat, tidak dapat dihindari 

untuk terlibat secara politik. Segala 

sesuatu yang terhubung dengan 

kekuasaan pada akhirnya terkait 

dengan politik. Tanpa kekuasaan, 

tidak mungkin untuk menciptakan 

perubahan. Sebagai individu, 

organisasi dan masyarakat, pemain 

aktif terus mencari kekuatan untuk 

melewati berbagai bentuk perubahan, 

mendorong solusi untuk berbagai 

masalah sosial, serta kemampuan 

untuk mengekspresikan diri, serta 

mendefinisikan, berbagai tantangan 

sosial 

 Salah satu tujuan SMFR adalah untuk mendapatkan 

kekuatan untuk mengubah dunia islam menjadi lebih 

baik. Dalam pernyataan visi yang sama, SMFR menulis: 

"Islam harus menjadi titik awal 

untuk tindakan SMFR, atas dasar 

Islam yang menjadi inspirasi utama, 

komitmen, dorongan, motivasi, 

bimbingan dan nilai-nilai yang akan 

datang." 

SMFR mewujudkan tujuannya dengan menulis dalam 

programnya bahwa Islam harus menjadi bagian alami dari 

warisan budaya Eropa. SMFR ingin bekerja untuk budaya 

Muslim Swedia. Dengan kata lain, SMFR bekerja untuk 

Islamisasi Eropa dan Swedia. Pengaruh politik masyarakat 

sipil Muslim sangat besar, menjangkau sampai ke pemerintah, 
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dan itu ada di hampir semua partai besar di Swedia. Karena 

ada begitu banyak contoh pengaruh politik masyarakat sipil 

Muslim, ada beberapa contoh. Tetapi contoh terakhir dapat 

menjelaskan seberapa kuat pengaruh ini. Sudah pada tahun 

1999, Dewan Muslim Swedia (SMR) 

menandatangani perjanjian dengan partai Sosial Demokrat 

Swedia bahwa: 

"Dalam masa mendatang, partisipasi 

umat Islam dalam demokrasi sosial 

akan berkembang sehingga: pada 

tahun 2002 harus ada di antara 

perwakilan demokratis terpilih 

secara sosial Muslim di 15 daftar 

kota, 5 daftar daerah dan daftar 

parlemen setidaknya di lima 

kabupaten." 

Ada beberapa organisasi pelobi yang bisa mendapatkan 

partai terbesar di Swedia untuk menandatangani perjanjian 

dengan janji-janji yang jelas dan konkret. Asosiasi Islam 

Swedia (IFIS) menulis di situs web mereka bahwa mereka 

adalah anggota Federasi Organisasi Islam di Eropa 

(FIOE). Ada hubungan kuat antara FIOE dan Ikhwanul 

Muslimin (Dr. Magnus Norell, 2016). Selain hubungan IFIS 

dengan Ikhwanul Muslimin melalui FIOE, IFIS sering 

menunjukkan simpati dan dukungan untuk Ikhwanul Muslimin 

(Norell, 2016). Pada Agustus 2013, 

IFIS mengadakan demonstrasi di Stockholm untuk 

mendukung mantan Presiden Islam Mesir Mohamed Morsi, 

yang telah digulingkan. Seluruh masyarakat sipil Muslim di 

Swedia mengkritik kudeta militer terhadap Morsi. Namun, 

masyarakat sipil Muslim yang sama tidak pernah mengkritik 

rezim-rezim Islamis di Iran dan Arab Saudi ketika sebuah 

debat dimulai pada tahun 2014 tentang diberlakukanya ilegal 

bagi warga negara Swedia untuk bepergian ke negara lain 

untuk berpartisipasi dalam jihad, Komite  

http://www.expressen.se/nyheter/s-lovar-att-samarbeta-med-sveriges-muslimska-rad/
http://www.islamiskaforbundet.se/omif/
https://globalmbwatch.com/wp-content/uploads/2013/05/The-Federation-of-Islamic-Organizations-in-Europe.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5619451
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Hak Asasi Manusia Muslim ( Muslimka Manskliga 

Rattighetskommitten ), salah satu organisasi dalam masyarakat 

sipil Muslim Swedia, mengklaim bahwa undang-undang 

tersebut akan menjadi rasis. Mereka berpendapat bahwa 

orang-orang yang berperang di luar negeri bahkan bukan 

ancaman terhadap Swedia. Jadi ketika menyangkut ideologi, 

terlihat jelas bahwa masyarakat sipil Muslim di Swedia 

memiliki arah ideologis yang dekat dengan ideologi Ikhwanul 

Muslimin (Pour N. G., 2016).  

 

2. Tekanan Dari Konstituen Domestik Swedia 

Untuk Mendukung Palestina 
 

Konstituen domestik Swedia yang mengecam tindakan 

Israel dan mendukung Palestina tidak bisa dilepaskan dari 

dinamika internasional konflik Israel dan Palestina. Serangan 

dan pembangunan pemukiman oleh Israel Penggunaan drone 

di satu sisi selain melanggar ketentuan hukum internasional 

perang juga menimbulkan banyak korban dan kerusakan yang 

parah. Sebagai bagian dari dunia internasional, Swedia juga 

ikut mengecam tindakan Israel. Intifada ketiga dikhawatirkan 

juga akan membangkitkan aksi teroris di negara-negara Eropa, 

termasuk Swedia. 

Kekhawatiran atas aksi teroris di Swedia bukan tanpa 

sebab. Kerusuhan yang terjadi antara imigran dan pengungsi 

sering terjadi sebelum serangan Israel terhadap Palestina. 

Kerusuhan ini terjadi di beberapa kota di Swedia. Akibat dari 

kerusuhan ini adalah terbakarnya mobil milik pengungsi dan 

imigran. Selain itu, perusakan fasilitas publik juga terjadi 

dalam kerusuhan tersebut. Kerusuhan ini merupakan bukti 

bahwa proses integrasi antara pendatang yang sebagian besar 

adalah muslim dengan warga asli Swedia belum berjalan 

dengan baik. Kebijakan multikulturalisme yang dikeluarkan 

pemerintah belum bisa menghilangkan gesekan antara 

pendatang dan warga asli Swedia. Kerusuhan ini juga bisa 

dilihat sebagai benih dari tindakan teror yang dapat terjadi 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article19427509.ab
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secara tiba-tiba apabila mendapatkan stimulus mengenai isu-

isu sensitif seperti konflik Israel dan Palestina. 

Publik Swedia tentunya mewaspadai penggunaan teror 

dan kekerasan ini dalam mengartikulasikan kepentingan para 

minoritas muslim dalam ruang-ruang publik Swedia. 

Penggunaan kekerasaan ini tentunya membahayakan apabila 

meluas hingga lingkup nasional. Apabila Israel terus menerus 

melakukan serangan membabi-buta dan tidak melakukan 

langkah yang konstruktif untuk terwujudnya perdamaian 

dalam perjanjian bilateral, dikhawatirkan intifada ketiga yang 

terjadi akan membangkitkan aksi teror oleh minoritas muslim 

di Swedia. 

Imigran dan penduduk Muslim di Swedia memang 

belum bisa melakukan integrasi dengan baik dengan warga 

Swedia. Persepsi masyarakat Swedia terhadap imigran dan 

pendatang Muslim juga tidak mendukung kebijakan 

multikulturalisme. Survei yang dilakukan Swedish Integration 

Board melaporkan bahwa sebanyak 67% penduduk Swedia 

memandang bahwa nilai-nilai Islam tidak sesuai dengan 

masyarakat Swedia. Sementara itu sebanyak 47 % penduduk 

Swedia tidak percaya bahwa Muslim bisa berperilaku seperti 

orang Swedia. Bahkan sebanyak 37% penduduk Swedia tidak 

menyetujui pembangunan masjid di Swedia (Se, 2015).  

Dinamika konflik Israel Palestina gagalnya perundingan 

bilateral dan pembangunan pemukiman  yang dikhawatirkan 

akan terjadi intifada ketiga setelah deklarasi jihad Hamas 

sampai ke Swedia melalui beberapa media. Pertama adalah 

melalui media massa. Pada tahun 2009, terjadi kontroversi 

Aftonbladet menjadi momentum penting yang menandai 

meningkatnya kesadaran publik Swedia mengenai isu konflik 

Israel dan Palestina. Pembingkaian berita oleh majalah 

tersebut juga memengaruhi opini publik Swedia. Tentara Israel 

digambarkan sangat kejam karena memanen organ dari 

jenazah orang-orang Palestina melekat dalam benak publik 

Swedia. Konstruksi berita ini kemudian mengonstruksi opini 

publik Swedia secara keseluruhan. Hal ini berimplikasi pada 

meningkatnya anti-semitisme di Swedia secara keseluruhan. 
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Melalui kelompok kepentingan yang ada di Swedia berbagai 

kelompok kepentingan ini memiliki perang penting dalam 

memengaruhi opini publik.  

Berbagai kelompok kepentingan ini tentunya memiliki 

anggota yang  bisa dimobilisasi dalam aksi-aksi demonstrasi. 

Keanggotaan ini juga terdapat di  berbagai daerah di Swedia. 

Dengan struktur yang lingkupnya nasional, kelompok 

kepentingan ini mampu mengoordinasikan mobilitas massa. 

Maka dari itu aksi demonstrasi yang dilakukan dapat secara 

serentak berjalan di berbagai daerah di Swedia. Berbagai 

kelompok kepentingan ini secara masif melakukan aksi 

demonstrasi secara damai di Swedia sebagaimana fakta di atas. 

Aksi ini dilakukan pada peristiwa internasional yang 

memancing perhatian publik. Aksi demonstrasi ini tidak hanya 

diikuti oleh minoritas muslim saja yang tergabung dalam 

kelompok kepentingan yang memang secara tegas 

memperjuangkan kemerdekaan Palestina, melainkan juga 

berbagai elemen warga Swedia sendiri yang tergabung dalam 

serikat buruh dan warga Swedia lainnya.  

Keikutsertaan Raja Swedia dalam aksi demonstrasi ini 

juga tentunya menjadi catatan tersendiri. Sebagai bangsawan 

yang memiliki kedudukan elit, keikutsertaannya mampu 

memengaruhi opini publik. Aksi demonstrasi ini juga 

berlangsung di beberapa tempat di Swedia. Tidak hanya 

terkonsentrasi di Stockholm, aksi demonstrasi ini juga digelar 

di Molmo dan kota-kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

partisipasi publik dalam aksi demonstrasi ini cukup luas. Tidak 

hanya melibatkan imigran muslim, namun juga berbagai 

elemen lain seperti serikat buruh dan warga negara Swedia 

lainnya yang bergabung dalam aksi demonstrasi. Tidak hanya 

menggelar aksi demonstrasi secara damai, berbagai kelompok 

kepentingan ini juga melakukan boikot terhadap produk-

produk perusahaan Israel dan perusahaan Swedia yang 

melakukan kerjasama dengan Israel.  

Aksi boikot ini ditunjukkan dengan tidak membeli dan 

menjual produk Israel. Selain boikot, dalam aksinya mereka 

juga menuntut perusahaan Swedia untuk tidak berinvestasi di 
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Israel. Tuntutan ini disuarakan dengan melakukan aksi 

demonstrasi di depan beberapa perusahaan dan pemerintah 

Swedia. Aksi boikot ini merupakan cara yang cukup ampuh 

untuk memberikan acaman kepada Israel, terutama mata 

rantai ekonomi perusahaan-perusahaan multinasionalnya. 

Kelompok-kelompok kepentingan di Swedia yang pro-

Palestina melakukan gerakan BDS atau bisa disebut sebagai 

gerakan internasional untuk keadilan dan perdamaian (PGS). 

Dukungan untuk Palestina yang meluas di kalangan 

masyarakat Swedia sangat kuat. Organisasi muslim dan 

kelompok kepentingan memiliki peran yang menonjol dalam 

gerakan solidaritas untuk perdamaian, meskipun demikian 

mereka memiliki cara  yang berbeda-beda untuk melakukan 

protes terhadap apa yang dilakukan Israel. Gerakan ini 

merupakan strategi umum yang di lakukan oleh sebagian besar 

masyarakat internasional, untuk mengecam tindakan Israel 

yang melanggar hukum internasional. Lebih dari 60 tahun 

hubungan antara Israel dan dunia luar yang terus menguat 

hanya menyababkan meningkatnya kolonisasi tanah Palestina 

dan meningkatkan penindasan terhadap orang-orang Palestina, 

mengambil wilayah kependudukan serta deskriminasi yang 

terus terjadi. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan adanya 

tuntutan yang ekstra tinggi dari masyarakat domestik Swedia 

terhadap Israel.  

Dalam mendukung Palestina tersebar suatu gerakan 

internasional untuk memboikot, disinvestasi, dan sanksi (BDS) 

terhadap Israel, gerakan tersebut juga terjadi di salah satunya 

adalah di Swedia yang dimana gerakan BDS ini dilakukan 

untuk Israel atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum 

internasioanl. Gerakan aksi boikot, disinvestasi, dan sanksi 

(BDS) telah terbukti efektif untuk memprotes tindakan yang 

dilakukan Israel. Aksi BDS merupakan gerakan yang dapat 

mempengaruhi kebijakan, adapun yang menjadi targetnya 

adalah pengusaha dan konsumen untuk tidak mendukung 

Israel. Melalui hal ini Swedia merupakan negara yang 

memiliki kesiapan untuk menjalankan aksi tersebut karena  

Swedia merupakan negara yang menjunjung tinggi keadilan 
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dan memiliki pegetahuan yang luas tentang pelanggaran hak 

asasi manusia yang dilakukan oleh Israel, serta pengalaman 

gerakan anti-apartheid yang sukses.  

Aksi demonstrasi dan boikot ini merupakan salah satu 

perwujudan fungsi artikulasi kepentingan oleh kelompok 

kepentingan. Fungsi artikulasi kepentingan adalah proses 

memasukkan tuntutan, aspirasi, dan kebutuhan dari 

masyarakat ke dalam sistem politik sebagai proses pembuatan 

keputusan agar tuntutan dan kebutuhan tersebut diakomodir 

ketika mengeluarkan kebijakan.  

Aksi demonstrasi ini merupakan tuntutan terhadap 

sistem politik. Tuntutan ini disuarakan dengan aksi 

demonstrasi. Masukan berupa tuntutan ini ditujukan kepada 

pemerintah untuk memengaruhi pembuatan kebijakan supaya 

diakomodir. Masukan ini dipengaruhi oleh dinamika 

internasional, yakni gagalnya perundingan bilateral, masifnya 

serangan Israel terhadap Palestina, dan pembangunan 

pemukiman baru yang dikhawatirkan oleh publik Swedia 

dapat menimbulkan intifada ketiga dan munculnya aksi teror 

di Swedia. Dinamika internasional ini menjadi masukan ke 

dalam sistem politik Swedia melalui tuntutan yang disuarakan 

kelompok kepentingan melalui aksi demonstrasi dan boikot. 

Menurut Robert Putnam bahwa dalam perumusan 

kebijakan luar negeri, pemerintah dipengaruhi oleh konstituen 

domestik dan dinamika internasional. Tuntutan dari konstituen 

pada isu-isu tertentu menjadi pertimbangan dalam pembuatan 

kebijakan luar negeri. Indikator dari konstituen domestik ini 

adalah adanya suara-suara vokal dari kelompok kepentingan 

dan opini publik. Pengaruh konstituen domestik ini 

dipengaruhi oleh pengaruh elektoral dan informasi yang 

dimiliki konstituen domestik. Interaksi berlangsung dua arah, 

yakni dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Dari atas ke 

bawah pemerintah berusaha untuk mendapatkan legitimasi 

dari konstituen domestik. Dari bawah ke atas konstituen 

domestik berusaha untuk memengaruhi pembuatan kebijakan 

luar negeri (Putnam, 2006). 
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Konstituen domestik memengaruhi kebijakan luar 

negeri dengan melakukan aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi 

menentang Israel di Swedia yang terjadi pada tahun 2009 sejak 

dimuatnya berita negatif mengenai Israel yang memanen organ 

dari jenazah orang Palestina yang mereka bunuh. Bendera 

Hizbullah dan Hamas dikibarkan dalam demonstrasi ini. 

Bahkan Jan Eliasson, mantan menteri luar negeri ikut serta 

dalam demonstrasi ini. Tidak ketinggalan Wanja Lundy 

Wedin, ketua Serikat Buruh Swedia juga ikut serta dalam aksi 

demonstrasi ini (Gerstenfeld, 2015). Hal ini menunjukkan 

bahwa kecaman terhadap Israel tidak hanya datang dari 

minoritas Muslim tetapi juga disuarakan oleh sebagian besar 

publik Swedia. 

Opini publik Swedia yang menunjukkan kecaman 

terhadap Israel sebagaimana pemberitaan media Swedia 

mengenai konflik Israel dan Palestina. Alfonbladet merupakan 

majalah yang sering kali mengecam tindakan Israel dalam 

pemberitaannya. Kepala editornya yang bernama Helle Klein 

dikenal sebagai jurnalis yang pro-Palestina. Selama intifada 

kedua berlangsung, Aftonbladet mengatakan bahwa Israel 

merupakan negara kolonialis yang opresif dan bertindak tidak 

adil terhadap Palestina. Selain, Aftonbladet, media lain yang 

sering mengecam tindakan Israel adalah Dagens Nyheter. 

Salah satu penulis dalam kolom media tersebut, Jan 

Samuelson mengatakan bahwa kebencian umat Muslim 

terhadap Israel dapat dijustifikasi. Selain kedua media 

tersebut, Svensoka Dagbladet juga dikenal kritis terhadap 

Israel. Konstituen domestik berusaha untuk memengaruhi 

kebijakan luar negeri pemerintah. Sadar akan kekuatan massa 

dan opini publik, konstituen domestik Swedia 

mengartikulasikan kepentingannya untuk memengaruhi 

pembuatan kebijakan luar negeri dalam isu konflik Israel dan 

Palestina.  

Konstituen domestik Swedia yang menekan pemerintah 

untuk ikut mendukung kemerdekaan Palestina berhasil 

memengaruhi pembuatan kebijakan karena memiliki kekuatan 

elektoral yang besar. Isu mengenai agresi Israel dan ketakutan 
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bangkitnya terorisme di Swedia menjadi perhatian publik sejak 

2009. Hal ini diikuti dengan peningkatan persepsi negatif 

publik terhadap Israel. Isu tersebut semakin mengemuka 

sebelum pemilu dilaksanakan. Tahun 2013 adalah tahun 

dimana perundingan bilateral gagal, pembangunan pemukiman 

baru, masifnya serangan Israel terhadap Palestina, dan 

deklarasi jihad Hamas untuk melakukan intidafa ketiga.  

Terkait dengan informasi mengenai konflik Israel Palestina 

yang diterima publik Swedia, peran media di Swedia memang 

sangat menentukan. Media di Swedia sangat sering 

memberitakan dinamika konflik Israel dan Palestina. Konten 

yang diberitakan dalam media tersebut juga sering kali 

memiliki keberpihakan kepada Palestina. Beberapa surat kabar 

Swedia juga mengecam agresi Israel terhadap Palestina. 

Dalam publikasi Jewish Political Studies misalnya 

menjelaskan bahwa media di Swedia sering memuat konten 

mengenai konflik Israel media pemerintah. Selain itu juga 

banyak surat kabar yang mengasosiasikan Israel dengan Nazi. 

Bahkan agresi yang dilakukan Israel adalah bentuk versi 

modern dari kejahatan perang Nazi (Hoare, 2013). 

Adapun kelompok kepentingan yang melakukan aksi 

demonstrasi untuk mendukung Palestina dan menentang 

pendudukan yang dilakukan oleh Israel adalah : 

 Imigran muslim (Kelompok-kelompok 

Muslim), 

 Serikat Buruh,  

 Gerakan Solidaritas Internasional,  

 Asosiasi Solidaritas Palestina,  

 Beberapa tokoh seperti mantan menteri luar 

negeri, dan  

 Perwakilan serikat buruh.  

Beberapa kelompok kepentingan ini memiliki afiliasi 

dengan Partai Sosial Demokrat. Imigran muslim dan beberapa 

kelompok kepentingan seperti Gerakan Solidaritas 

Internasional dan Asosiasi Solidaritas Palestina memiliki 

afiliasi dengan Partai Sosial Demokrat. Kebijakan luar negeri 
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Swedia ketika Partai Sosial Demokrat memimpin dikenal 

sangat pro-imigran.  Partai Sosial Demokrat menyambut baik 

kedatangan imigran (Lofgen, 2015). 

Sementara itu, serikat buruh sebagai kelompok 

kepentingan merupakan konstituen domestik yang memiliki 

hubungan ideologis dengan Partai Sosial Demokrat. Serikat 

buruh didirikan pada tahun 1898 dan mulai menjalin hubungan 

yang kuat dan intensif dengan Partai Sosial Demokrat. 

Momentum ini dimanfaatkan oleh Partai Sosial Demokrat 

Swedia dengan janji kampanyenya apabila menduduki kursi 

eksekutif akan mengakui Palestina sebagai negara. Dengan 

liputan media massa yang begitu masif dan informasi yang 

realtime mengenai dinamika konflik Israel Palestina, 

konstituen domestik Swedia mampu memengaruhi pembuat 

kebijakan.  

Pengaruh ini secara tidak langsung menimbulkan 

hubungan saling menguntungkan antara konstituen domestik 

Swedia dengan Partai Sosial Demokrat. Bagi konstituen 

domestik Swedia, janji kampanye Partai Sosial demokrat 

merupakan alternatif kebijakan yang perlu didukung dengan 

memilih partai tersebut ketika pemilihan umum agar dapat 

mengimplementasikan janji kampanyenya. Sebaliknya, bagi 

Partai Sosial Demokrat, tuntuntan konstituen domestik untuk 

memerjuangkan kemerdekaan Palestina merupakan 

momentum politik yang bisa dimanfaatkan untuk dukungan 

elektoral dalam pemilihan umum. Janji kampanye yang 

dikeluarkan Partai Sosial Demokrat untuk mengakui Palestina 

sebagai negara menandakan bahwa fungsi artikulasi 

kepentingan tidak hanya dilakukan oleh kelompok 

kepentingan tetapi juga partai politik. Berbeda dengan 

kelompok kepentingan yang tidak memiliki fungsi rekrutmen 

politik untuk menempatkan kadernya dalam jabatan strategis 

atau pembuat kebijakan Apabila dikaitkan dengan konstituen 

domestik, kebijakan luar negeri Swedia di bawah Partai Sosial 

Demokrat yang mengakui Palestina sebagai negara merupakan 

implikasi dari tekanan konstituen domestik.  



70 
 

Janji untuk mengakui Palestina adalah cara untuk 

merebut pengaruh elektoral dari konstituen domestik tersebut. 

Ketika sudah terpilih dan memiliki kekuasaan untuk 

menentukan kebijakan luar negeri, Partai Sosial Demokrat 

merealisasikan janjinya dengan mengakui Palestina secara 

resmi yang dinyatakan dalam pidato pertama Stefan Lofven, 

perdana menteri Swedia sebagai cara untuk membangun 

legitimasi atas konstituen domestiknya.  Konstituen domestik 

tidak akan menjadi kebijakan apabila tidak ada keterkaitan 

dengan ideologi partai, sejarah kebijakan luar negeri partai di 

sebuah negara. Konstituen domestik Swedia ini diartikulasi 

dan agregasikan Partai Sosial Demokrat Swedia menjadi janji 

kampanye. 

B. Tanggapan Pemerintah Swedia terhadap 

Tuntutan Kelompok Muslim dan Konstituen 

Domestik Melalui Dukungan Untuk Palestina 

Dari semua masalah yang dihadapi Swedia, konflik 

Israel-Palestina bukanlah yang paling mendesak. Namun 

perdana menteri baru Steven lofven menganggapnya cukup 

menekan untuk mendapat perhatiannya selama pidato utama 

pertamanya kepada bangsanya. 

Dengan terpilihnya Perdana Menteri yang baru, Steven 

Lofven akan lebih memperhatikan masalah domestik. 

Mengumpulkan dukungan untuk kebijakan fiskalnya tidak 

akan menjadi prestasi kecil mengingat partainya Sosial 

Demokrat memenangkan hanya 31,2 persen suara untuk 

mengatasi aliansi tengah-kanan. Sejauh ini, hanya Partai 

Hijau, dengan 6,8% suara, telah bergabung dengan 

pemerintahan Löfven. Di Swedia, pemerintahan minoritas 

dapat bertahan selama tidak ada suara mayoritas menentang 

mereka. Secara politis, Lofven hanya akan kalah dari 

mengambil sikap yang berprinsip melawan Negara Islam 

(Jpost, 2014). Keluar untuk mendukung negara Palestina 

adalah langkah yang jauh lebih populer karena sejumlah 

alasan. 
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Mengambil sikap pro-Palestina sangat sesuai dengan 

kecenderungan masyarakat Swedia untuk menghindari konflik 

publik dan berjuang untuk persatuan. Gerakan vokal pro-

Zionis di Swedia sangat kecil. Kampanye pro-Palestina, yang 

terdiri dari kaum kiri dan komunitas Muslim yang tumbuh 

cepat, jauh lebih besar. Juga, banyak konstituen Sosial 

Demokrat adalah pro-Palestina. Salah satu hal yang menjadi 

sejarah penting bagi masyarakat Palestina di Swedia adalah di 

saat terpilihnya Perdana Mentri Stefan Lofven dengan 

mengambil tindakan pemblokiran terhadap Israel dan 

mengakui Palestina sebagai negara (Martino, 2014).  

Sebagai Perdana Menteri baru Stefan Lofven yang 

berasal dari partai Sosial Demokrat Koalisi Partai Sosial 

Demokratik Hijau pimpinan Loefven,  membentuk suatu 

pemerintahan minoritas, untuk lebih mendukung tuntutan 

sebuah negara Palestina dari pada pemerintahan kanan-tengah 

sebelumnya (RTE, 2014). Banyaknya imigran Muslim radikal 

yang berdatangan selama beberapa dekade terahir 

menyebabkan munculnya anti-Semitisme di Swedia (Martino, 

2014). Para imigran, setelah memperoleh kewarganegaraan 

Swedia, dilayani oleh partai-partai kiri Swedia.  

Partai Sosial Demokrat menjadi partai yang dominan di 

parlemen dan berkoalisi bersama dengan Partai Hijau, kedua 

partai ini merupakan partai yang memilki pandangan yang 

sama dan kemudian berhasil mempertahankan tugas politik 

mereka. Maraknya anti-Semit di Swedia yang berkembang 

menjadi salah satu alasan yang mendorong Partai Sosial 

Demokrat untuk mendukung Palestina karena memilih untuk 

mengejar kebijakan populis dan menarik dukungan tertentu di 

mana teori konspirasi anti-Semit tentang Yahudi dan Israel 

adalah bagian dari wacana media. Mehmet Kaplan 

memberikan pidato di depan kerumunan massa demonstran 

pro-Palestina, di mana ia mengatakan bahwa akan 

membebaskan Yerussalem yang menjadi proyek perdamaian 

dan pembebasan Yerusalem (Pour T. P., 2014).  

Menurut salah satu media massa dari “Jewish Press” 

bahwa dari seluruh konteks yang melingkupi pengakuan 
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Swedia atas Palestina dapat di pahami bahwa hal tersebut 

bukan bagian dari strategi untuk mengakhiri konflik antara 

Israel dan Palestina, namun hal tersebut hanya bagian dari 

untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat Swedia yang pro-

Palestina dan yang memilih Partai Demokrat Sosial dan Partai 

Hijau. Menurutnya, tindakan tersebut adalah hal yang 

menyangkut mengenai apa yang terjadi di masyarakat 

domestik Swedia, yang dimana penyebaran anti-Semitisme 

semakin meluas sementara para politisi muncul sebagai suara 

anti-Semitisme Swedia yang baru (Pour T. P., 2014). Tindakan 

yang diambil tersebut bertujuan agar partai sosial demokrat 

dan partai hijau dapat mempertahankan dukungan dari 

masyarakat domestik Swedia.  

Swedia sudah memiliki hubungan luas dengan 

Palestina. Kerja sama pembangunan dengan Otorita Palestina 

dilakukan melalui kesepakatan dengan PLO. Palestina 

memiliki misi di Stockholm, yang termasuk dalam daftar 

diplomatik di Stockholm dan dipimpin oleh seorang duta 

besar. Swedia memilih ya ketika Palestina, pada 29 November 

2012 menerima status negara pengamat non-anggota di PBB, 

yang secara logis tampaknya berarti Swedia sudah 

menganggap bahwa Palestina adalah sebuah negara. Untuk 

mengakui Palestina secara resmi tidak akan menjadi langkah 

besar, meskipun satu dengan signifikansi . 

Pemerintah di bawah Partai Sosial Demokrat dan 

koalisinya berusaha untuk mendapatkan legitimasi dan 

dukungan eletoral dari konstituen domestik. Pemerintahan 

tidak akan berjalan tanpa dukungan dari domestik dalam 

sistem politik demokrasi. Legitimasi atau pengakuan dari 

konstituen menjadi sangat penting dalam menjalankan 

pemerintahan. 

Pengakuan adalah tindakan politik, yang memiliki 

konsekuensi di bawah hukum internasional. Ini berarti bahwa 

negara yang mengakui harus selanjutnya memperlakukan 

entitas yang diakui sebagai suatu negara. Suatu negara dapat 

mengakui entitas baru sebagai suatu negara, kecuali 

pengakuan tersebut melanggar hak negara lain; pengakuan 
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yang tidak dapat dibenarkan dapat merupakan intervensi 

terhadap urusan internal negara bagian lain dan haknya untuk 

integritas teritorial, jika negara baru itu sebelumnya 

merupakan bagian dari Negara lain itu. 

1. Dukungan Pemerintah Swedia untuk Palestina     

Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung 

selama lebih dari 60 tahun dan hari ini posisi terkunci dalam 

proses perdamaian. Pendudukan Israel dan perang Gaza yang 

berulang telah mengubah bencana menjadi negara normal bagi 

banyak orang Palestina dan ketergantungan pada bantuan 

asing sangat tinggi. Perekonomian yang lemah dari Otoritas 

Palestina dan ketergantungan yang tinggi pada bantuan asing 

adalah faktor-faktor yang menghambat pembangunan 

negara. Selain itu, pembatasan yang diberlakukan oleh 

pendudukan Israel membuat kerja sama pembangunan menjadi 

lebih mahal dan sulit. Otoritas Palestina resmi yang 

didominasi Fatah berbasis di Tepi Barat, tetapi Gaza 

dikendalikan oleh Hamas. Ini, bersama dengan blokade Israel, 

menyulitkan Otoritas Palestina untuk bertindak di 

Gaza. Seteah beberapa kali gagal direkonsilasi, Hamas dan 

Fatah membentuk sebuah kesatuan pemerintah tahun 2014. 

Situasi pada hak asasi manusia memiliki kelemahan 

besar dan ada tanda-tanda kerusakan. Negara hukum lemah 

dan pelanggaran dilakukan oleh Israel, Otoritas Palestina dan 

pemerintah de facto di Gaza.  Palestina semakin bergantung 

pada bantuan pembangunan dalam beberapa tahun 

terakhir. Blokade Gaza dan isolasi wilayah Tepi Barat 

menghambat pengembangan pertanian dan perdagangan, serta 

upaya untuk menyediakan akses ke air, dan bahkan 

membuatnya sulit untuk memberikan bantuan pembangunan. 

Perang di Gaza pada tahun 2009, 2012 dan 2014 telah 

menciptakan kebutuhan darurat baru di kalangan 

penduduk. Lebih dari 2 200 orang kehilangan nyawa selama 

perang tahun 2014. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat 

besar, Sida telah meningkatkan bantuan kemanusiaannya ke 
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Gaza. Salah satu contohnya adalah dukungan uang tunai 

melalui UNICEF kepada keluarga yang rumahnya hancur. 

2. Meningkatkan Bantuan Untuk Pembangunan 

Palestina 

 Pemerintah Sewdia membentuk strategi bantuan lima 

tahun termasuk dukungan yang meningkat secara substansial 

untuk pembangunan negara Palestina. Bantuan bilateral ke 

Palestina akan meningkat sebesar SEK 500 juta hingga SEK 

1,5 miliar selama periode lima tahun berikutnya, di samping 

bantuan kemanusiaan substansial Swedia 

(GovernmentofSweden, 2015). Kontribusi Swedia bertujuan 

antara lain untuk memudahkan Palestina untuk mendukung 

diri mereka sendiri dan terus hidup di mana mereka berada, 

untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan memperkuat 

ketahanan terhadap perubahan lingkungan dan iklim. Bantuan 

yang meningkat ini berarti dukungan untuk semua kekuatan 

moderat dan non-kekerasan di Palestina yang mempromosikan 

demokrasi, hak asasi manusia dan kesetaraan gender (MFA, 

2015).  

Selain kerjasama pembangunan jangka panjang, Swedia 

juga memberikan bantuan kemanusiaan yang besar di tepi 

Barat dan Gaza. Tahun 2016, dana kemanusiaan berjumlah 

540 MSEK. Dari ini, 415 MSEK dialokasikan untuk UNRWA 

program dukungan, yang membuat Swedia menjadi salah satu 

kontributor terbesar kepada organisasi (Mshasha, 2015).  

Penyumbang 2014 2015 

Tabel 1Dana Bantuan Langsung Dari Pemerintah Swedia  

melalui SIDA Untuk Palestina 
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Swedish Mission Council South $133,445 $133,44

5 

The Independent Commission for 

Human Rights (ICHR) 

$437,324 

 

$355,90

1 

Church of Sweden $664,587 $540,44

5 

Islamic Relief Worldwide (Sweden) $1,576,3

71 

$1,184,

381 

Save the Children $875,132 $552,22

8 

Swedish Pentecostal Movement 

(PMU) 

now Pingst 

$83,540 $432,77

6 

We Effect $961,805 $583,76

1 

As Swedish Cooperative Centre $874,648  

Norwegian Refugee Council (NRC) $665,316 $588,55

7 

Forum SYD $880,715 $690,37

9 

Oxfam  $711,80

3 

Swedish Ecumenical 

Accompaniment Programme in 

Palestine and Israel (EAPPI) vis 

Swedish Council of Churches 

$874,648 $711,80

3 

Gaza Community Mental Health 

Programme (GCMHP) 

$743,451 $937,20

7 

Kvinna Till Kvinna $1,331,2

45 

$1,065,

720 

Palestinian Medical Relief Society $1,151,6

20 

$1,127,

021 

HR/IHL Secretariat $1,559,7

90 

$1,186,

338 

NGO Development Center $1,863  

Olof Palme $1,675,7 $1,207,
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(NGOmonitor, 2016)  

Selain program dukungan untuk UNRWA, Swedia 

menyediakan dukungan untuk UNRWA's darurat banding 

untuk Palestina untuk jumlah 30 MSEK. Bantuan 

kemanusiaan diatur oleh strategi untuk bantuan kemanusiaan 

di Swedia, objek yang akan menyelamatkan nyawa, 

meringankan penderitaan dan menjunjung martabat manusia 

dalam kaitannya dengan situasi bencana. Sebuah tantangan 

bagi bantuan kemanusiaan di Gaza dan tepi Barat adalah 

penyusutan dari ruang kemanusiaan, akses dan pembatasan 

yang dikenakan oleh Israel mengenai pergerakan barang dan 

bahan. 

Meningkatkan hubungan, disebut transisi, antara usaha 

kerjasama pembangunan jangka panjang dan bantuan 

kemanusiaan. Sebagai contoh, Swedia adalah penyumbang 

utama bagi ketahanan masyarakat dan pengembangan program 

(CRDP), sebuah inisiatif oleh Otoritas Palestina dan UNDP 

bahwa adalah penyaluran dana dari bantuan kemanusiaan 

menuju pembangunan jangka panjang dan state building. 

Program ini dirancang untuk mengatasi tantangan di wilayah 

C dan timur Yerusalem dan akan memberikan kontribusi 

untuk mencegah erosi kondisi kehidupan orang-orang 

Palestina yang hidup di daerah ini. 

Contoh lain dari bantuan kemanusiaan yang didukung 

oleh Swedia meliputi: Dukungan untuk OCHA untuk 

operasional koordinasi kemanusiaan dan perencanaan strategis 

89 955 

Unspecified $8,583,2

15 

$4,092,

285 

Diakonia $ 

2,964,25

8 

$ 

1.684.6

00 

Total $23,221,

482 

$16,102

,005 

Sumbr : Ngo monitor 2016 
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bantuan kemanusiaan. Dukungan ini merupakan bagian dari 

Sida's konsolidasi dukungan untuk OCHA. Dukungan untuk 

OCHA untuk manajemen dana kemanusiaan menggenang di 

bawah kepemimpinan Koordinator kemanusiaan untuk 

mengatasi kebutuhan kemanusiaan yang tak terduga dan 

dukungan kemanusiaan prioritas yang kekurangan dana. 

Dukungan kepada Komite Palang Merah Internasional 

(ICRC). Dukungan ini termasuk bantuan untuk perlindungan, 

penahanan dan hukum kemanusiaan internasional serta 

kegiatan Kesehatan, air dan sanitasi. Dukungan ini merupakan 

bagian dari Sida konsolidasi dukungan untuk ICRC. Selain 

Swedia juga pembiayaan Palang Merah Swedish Society untuk 

pekerjaan mereka dan kemitraan dengan PRCS di Gaza dan 

tepi Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


